
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 83 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN 
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN ANGGARAN 2022 

Menim ba ng 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah la ak huni 
bagi masyaraka t, da pat dilaku kan dalam bentuk 
pemberian bantu an berupa perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni; 

b . bahwa agar dalam penyaluran bantuan kepada enerima 
bantuan tepat m utu, tepat waktu, tepat sasaran dan 
terkoordinasi dengan baik , d iperlukan pedoman 
pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu diatu r pedoman 
pela ksanaan; 

c . bahwa berda sarkan pertimbangan s bagaimana dimaksud 
dalam h uruf a dan h ruf b , perlu menetapka n Peraturan 
Bupa ti ten tang Pedoman Pelaksa naan Pem berian Bantuan 
Perbaikan R mah Tidak Layak Hu ni Bagi Ma syarakat di 
Ka bupa ten Ta sikmalaya Ta hun Anggaran 2022; 

1. Unda ng-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provin si Djawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950), sebaga imana telah diubah dengan Undang
Undang Nom or 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Pu rwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahhun 2011 ten tang 
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 83 , Tambaha n Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 5235) ; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 01 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga imana 
telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Un dang
Undang Nomor 1 Tahu n 2022 tentang Hu bungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerin tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 20 16 ten tang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perm ukiman 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahu n 2016 
Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahu n 2021 tentang Perubahan 
Pera turan Pemerin tah Nomor 14 Tahu n 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Perm ukiman 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 2021 
Nomor 22); 

6 . Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang 
Pengelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ten tang 
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 
Layal< huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan 
Rakyat Nomor 7 /PRT /M/2018 ten tang Bantuan Stimulan 
Peru mahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1891); 



Menetapkan 
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11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan 
Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 ten tang Petunjuk 
Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Tahun Anggaran 2022; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahu n 20 16 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daera h Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3 ); 

14. Peraturan Bupa ti Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pen dapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) 
sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 3 Ta hun 2022 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersum ber dari Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ta h u n 2022 
Nomor 3 ). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 
HUNI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud den gan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 
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6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 
penghuninya, serta bagi pemiliknya. 

7. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 
masyarakat. 

8. Rumah Tidak Layak Huni yang sela njutnya disingkat RTLH adalah rumah 
yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan 
penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. 

9. Bantuan Stimu lan adalah kegiatan yang bersifat merangsang untuk 
mendorong pem akar a Ma yarakat melalui Pemerintah. 

10. Bantuan Stimu an Rumah Swadaya adalah dalam Bentuk Dang yang 
selanjutnya disebu t BSRS adalah antuan bagi masyarakat berpenghasilan 
r dah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam 
pen ingkatan kual'tas rumah dan pem bangunan baru rumah. 

11. P rbaikan Rumah Tidak Laya Hu i, yang selanjutnya disingkat Perbaikan 
RTL adalah upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak h u ni baik 
sebag 'an maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak 
sebagai tempat tinggal. 

12. Pen ingkatan Kualitas R mah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah 
tidal{ layak huni menja i layak hu i yang diselenggarakan atas prakarsa dan 
upaya rna yarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 

13. Pembang nan Baru mah a alah k giatan pembangu n ru mah b ru yang 
layak huni an diselenggarakan a tas prakarsa dan upaya m asy akat baik 
secara perseorangan atau berkelomp k. 

14. Cal n Penerima Bantu n yang selanju tnya disingkat CPB adalah rna yarakat 
calo peneri a bantuan ru mah swadaya ya ng memenuhi persyara tan yang 
diu lk oleh Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Kepala aerah. 

15. Penerima antuan ad ah erseorang yang terma k yang memenuhi 
persyaratan u nt mendapa tkan bantuan etelah dilakukan verifik si untuk 
kemudian ditetapkan Ie Bupati. 

16. Kelompok Penerim a Ba tuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerim a Bantuan. 

17. Masyaraka t Prasejahtera atau tidak mampu adalah masyarakat yang 
mengalami kesulitan u ntuk dapat memenuhi kebu tuhan dasar hidupnya. 

18. Masyarakat Be penghasila Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah 
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu 
mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahun an Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

20. Dana Alokasi Khusus Fisik Peru mahan dan Permukiman yang selanjutnya 
dise bu t DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 
membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Dmum dan 
Peru mahan Ral<:yat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas 
nasional. 

21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pem egang 
kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah. 
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22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk 
melaksanakan sebagaian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 
anggaran. 

23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran 
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban APBD. 

24. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan 
kegiatan, terdiri a a Un u Prang t Daerah yang membidangi perumahan 
dan permu kiman, pereneanaan pembangunan, perlindungan dan jaminan 
so sial, pemberdayaan ma syarakat , Camat dan K pala Desa pa da lokasi 
peneri a bantuan Perbaikan RTLH. 

25. Te ga Fasilitator Langan yang selanjutnya disingkat TFL adalah te aga 
profesional pe berdayaan 10 al ang menjadi penggerak dan pendamping 
pe erima ban tuan dalam melaksanakan kegiatan ban tuan rumah swadaya 
perbaikan RTLH. 

26. Bank enyalur adalah bank mitra erja sebagai tempat dibukanya rekening 
unt k menampung dan bantuan pemerintah yang akan disalurkan epada 
pen rima bantuan pemerintah. 

27. Mo itoring adalah aktifitas ya g d itujukan untuk memberikan in formasi 
tent ng s bab dan akib t dar ' uatu kebij akan untu me ta pelaksanaan 
setiap taha an roses gia an agar da pat diket u ' se iap kend la yang 
me ghambat kelanearan pelaksanaan kegiatan untu selanjutnya dibahas 
dan langsung dicari u paya penanganan permasalahan seh ingga egiatan 
dilaksanakan sesuai de gan rene a . 

28. Evaluas ' adalah penil 'an terhad p pelaksanan k giatan bantuan timulan 
rumah sw daya an antuan perbaikan RTLH seear m enyelu r h untuk 
dapat m e ge ah i tent ng h asil ang dica ai dengan eara membandingkan 
diant a situ si sebel dan ses dah dilaksanakan . 

29. Pelaporan adalah pe yamp ian informasi tentang pelaksanaan proses 
kegiatan bantu an perbaikan RTLH seeara teren eana, lengkap, teratur, 
periodik dan berkesinambungan. 

30. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau yang 
disingkat dengan MSPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk 
me monitoring transaksi yang dapat diakses melalui jaringan internet, dan 
menyajikan laporan yang dibutu hkan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan maupun satu kerja . 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasa12 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, 
dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Perbaikan RTLH. 
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Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 
a. terlaksananya kegiatan perbaikan rurnah tidak laya k huni dengan rnerujuk 

aturan yang berlaku; 
b. terlaksananya tertib adrninistrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan 

perbaikan rurnah tid k layak h uni; 
c. rnewujudkan r rn 1 yak h ni yang sehat, aman dan nyarna n bagi 

rnasyaraka t ; dan 
d. rneningka tkan ku alita h idup da n derajat keseh a ta n rnasyaraka t ser ta rurnah 

y g layak huni sesuai dengan standar kesehatan dan sosial. 

B B Ill 
SASARAN DAN PEMANFAATAN 

P sal 4 

(1) Sa ran kegiatan pernberian bantuan perbaikan RTLH yaitu rna syaraka t 
Prasejahtera dan/atau tidak rnampu dan MBR yang rnerniliki dan rn nguasai 
RTLH. 

(2) Jurnlah dan nama p n erirna bantu an perbaikan RTLH bagi a yarakat di 
Kab pa ten asikmalaya ditetapkan dengan Kepu tusan Bupati . 

Pa sal 5 

( 1) Ban tu an perbaikan RTLH y g diberikan oleh Pernerin tah Daerah 
dirnanfaatkan untuk er aikan RTLH . 

(2) Bantu an perbaikan RTLH pada u ulan p oposal yang diverifikasi 01 Dinas. 

AB IV 
KEGIATA DAN J ENIS BANTUAN STIMULAN PERBAlKAN 

RUMAH TIDAK LAY AK HUNI 
Bagi Kesatu 

Keg 'atan 

Pasal 6 

Kegiatan bantuan perbaikan RTLH, rneliputi: 
a. peningkatan kualitas kawasa n perrnukirnan kurnuh dengan luas dibawah 10 

(sepuluh) Hektar sebaga i sharing (pendarnpingan) Da n a Alokasi Khusus Fisik 
Perurnahan dan Perrnukirnan Tahun Anggaran 2022; dan 

b. pencegahan perurnahan dan kawasan perrnukirnan kurnuh pada Daera h 
Kabupaten Tahun Anggaran 2022. 

Bagian Kedua 
J enis Ban tuan 

Pasal 7 

(1) J enis bantuan Perbaika n RTLH rurnah tidak layak huni diberikan berupa 
uang. 
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(2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
perseorangan maupun kelompok untuk dipergunakan membeli bahan 
bangunan dan membayar upah kerja. 

(3) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank 
Penyalur ke rekening Penerima Bantuan. 

BABV 
SYARAT PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 

Bag·an Kesatu 
Umum 

Pasal 8 

Perb ·kan RTLH harus memenuhi syara t : 
a. riter ia penerima bantuan; dan 
b. kriteria RTLH. 

Bagian Ked ua 
Kriteria Penerima Bantu an 

P sa l 9 

(1) Sy at r it ia eri a bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huru f baik perseo angan atau k lom po , melip ti: 
a. W ga Negara Indonesia yang udah berkeluarga; 
b. emi i i a a mengu a ai tanah d ngan ala s hak yang sah; 
c. belum memiliki Ru m h , atau memiliki dan menempati sa t -satunya 

Ru mah de gan k n disi tidak 1 yak huni; 
d. elum p rnah memperol bant an perbaikan RTLH atau bantuan 

p r m ahan s j enis selama 5 (lima) sampai d ngan 10 (sepul h) tahun 
u tuk r gram per ahan; 

e. be e ghasilan paling anyal~ ebesar upah mi im m daerah 
provins"jkabu a ten; dan 

f. bersed ·a b rswadaya dan memb ntuk PB dengan pernyataan tanggung 
renteng. 

(2) Tanah sebagaiI na dimaksud pada ayat (1) h uruf b harus memenuhi 
persyaratan: 
a. tidak dalam status sengketa; dan 
b. sesuai tata ruang wilayah. 

(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi 
persyaratan: 
a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap 

anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota; 
b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; 
c. anggota KPB bertempat tinggal di desa yang sarna; dan 
d. ditetapkan oleh Kepala Desa. 
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Bagian Ketiga 
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni 

Pasal 10 

Kriteria RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan 
berdasarkan kondisi rumah harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh 
persyaratan meliputi: 
a. atap dari rumbia, ijuk, genting tua dan rusak; 
b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu) ; 
c. luas lantai ku ran dari 9 m 2 (sembilan meter persegi) perka pita ; 
d. tidak mem p u nyai akses Mandi Cud Kakus (MCK); 
e. bahan bangunan tidak permanen; 
f. tida memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara; 
g. ti ak memiliki pembagian ruangan; dan 
h. lantai dari tanah dan rumah lem bab a ta u pengap. 

BAB VI 
MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN 

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAY AK HUNI 

Pasal 11 

(1) Mekani m e en ajuan ban uan perba ikan RTLH be dasarkan pengajuan 
perm h nan proposal ang disam p ·kan pada Bupa i melalui Dinas. 

(2) Dinas sebagai perencana pemberi bantuan perbaikan RTLH menerima berkas 
permoh onan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan seleksi 
berda a rkan ketentuan sebagai berikut: 
a. memerik sa secara rin d dokumen permohonan; 
b. memeriksa nama pe erima , alam at, u ra ian bantuan stimu lan, foto RTLH 

yan g akan diper aiki; dan 
c. mengaju kan peneta a n CPB kepada Bupati. 

BAB VII 
NILAI BESARAN BANTUAN 

Pasal 12 

Nilai besaran bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat 
penerima bantuan terdiri atas: 
a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawa n Permukiman Kumuh dengan Luas di 

bawah 10 (sepuluh) ha sebesar RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 
per unit/penerima bantuan sebagai Sharing (pendampingan) DAK Fisik 
Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 secara total yaitu 
Rp45.000.000,00 (empat puluh limajuta rupiah) per unit/penerima bantuan); 

b. Kegiatan Pencegahan Peru mahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada 
Daerah Kabupaten sebesar RpI8 .500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu 
rupiah) per unit/penerima bantuan. 
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BAB VIn 
TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN 

PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAY AK HUNI 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

Tahapan pemberian bantuan perbaikan RTLH bagi Masyarakat di Kabupaten 
Tasikmalaya melip ti: 
a . persiapan; 

l. pemben tukan tim dan Tenaga Fa silitator Lapangan (TFL) ; 
2. pen etapan Bank Penyalur 
3. sosialisasi dan penyuluhan; 
4 . erifikasi CPB. 

b. Pelaksanaan; 
c. Pel poran; dan 
d. Pengawa san dan Pengendalian. 

Bagian Ked ua 
Pers ·apan 

P agraf 1 
Pembentu Tim an Tenaga Fasilitator Lapang n 

Pasal 14 

Untuk m emperlancar kegiatan pe berian bantu an Perbaikan TLH bagi 
Masyarakat, dibentuk: 
a. Tim Tek nis; dan 
b. TFL. 

Pa sal 15 

(1) Tim Tekn·s sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 14 huruf beranggotakan 
terdiri atas: 
a. Unsu r Perangka t Da rah yang membidangi perumahan da n permukiman; 
b. Unsur Perangkat Daerah ang membidangi perencana an pembangunan; 
c. Unsur Perangkat D erah yang membi angi perlindungan dan jaminan 

sosial; 
d. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat; 
e. Camat pada lokasi penerima bantuan Perbaikan RTLH; dan 
f. Kepala Desa pada lokasi penerima bantuan Perbaikan RTLH . 

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, hurufb, hurufc dan 
huruf d, mempunyai tugas: 
a. menyusun petunjuk teknis/pedoman bantuan Perbaikan RTLH; 
b. melaksanakan sosialisasi bantuan Perbaikan RTLH kepada masyarakat; 
c. menerima dan memverifikasi usulan bantuan Perbaikan RTLH dari Kepala 

Desa; 
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d. menyusun Surat Keputusan tentang lokasi, besaran dan calon penerima 
bantuan Perbaikan RTLH; 

e. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan bantuan Perbaikan RTLH; 
f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan perbaikan 

RTLH. 
g. menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial; 
h. sinkronisasi bantuan perbaikan RTLH dengan program penanggulangan 

kemiskinan Daerah; dan 
i. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; 

(3) Camat seba gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempu nyai tugas: 
a. melaksanakan sosiali asi bantuan Perbaikan RTLH kepada m asyarakat; 
b. menerima dan memverifikasi usulan bantu an Perbaikan RTLH dari Kepala 

Desa; 
c. melakukan pem inaan dan pen ampingan masyarakat; dan 
d. m lakukan pemantauan dan ev u a si. 

(4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huruf f mempunyai tugas: 
a. m engusulkan permohonan bantu an Perbaikan RTLH ke Bupati meialui 

Din as sesuai dengan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 
a. memfasilita si kegiatan sosialisasi, penyuIuhan, dan pemberdayaan 

mas arakat bantuan Per aikan RTLH kepada masyarakat; 
b . memfasilit si penyia n ke engkapan administrasi calon pen e i a bantuan 

P rbaikan L; 
c. mengetahui ata u mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan 

P rbai an RTLH; dan 
d. m n etapkan Kelompo Penerima Bantuan apabiia diperlukan. 

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Perang at Daerah. 

Pasa l 16 

(1) TFL sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 14 h u ruf b direkrut oleh Dinas 
berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan melalui perjanjian kerja 
dengan Dina s . 

(2) Kriteria TFL sebagaimana dimal{sud pada ayat (1) melipu ti: 
a. Warga Negara In donesia; 
b. sehat jasmani rohani; 
c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu 

masyarakat; 
d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepaia 

pemerin tahan; 
e. bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak; 
f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office 

(Word, Excel, dan Power Point); 
g. memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk 

dokumentasi; dan 
h . diutamakan bertempat tinggal di Iokasi kegiatan. 
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(3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kompetensi 
teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi kurang lebih 
30 (tiga puluh) penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan 
mempertimbangkan waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, karakter 
masyarakat, dan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(4) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan 
pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Dinas dapat merekrut TFL 
dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang 
bekerja dalam satu tim dengan jumlah dampingan kurang lebih 2:60 orang 
penerima bantuan a tau sesuai kebu tu h an. 

(5) Kriteria Kh usus Fasilitator Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
meliputi: 
a . berpendidikan sekurang-kurangnya ahli madya sipil at au arsitektur; 
b . berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/ 

perumahan, atau pernah sebagai fa silitator teknis; dan 
c. diu tamakan telah mengikuti kursus/pela tihan bidang teknis bangunan 

yang dibuktikan dengan sertifikat atau su rat keterangan men giku ti 
kursus/pelatihan. 

(6) Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksu d pada 
ayat (4) meliputi: 
a. berpen didikan sekurang-kurangnya ahli madya semua jurusa n atau 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sederaja t dengan pengalaman m inimal 3 
(tiga) tahun di kegiatan program pemberdayaan; a tau 

b. Stra ta satu sem u a jurusan dengan pengalaman m in imal 1 (satu ) tahun di 
kegiatan program pemberdayaan . 

(7) TFL yang telah direkrut sebagaimana dimaksud pa da ayat (2) waj ib mengikuti 
pelatih an/pem bekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau 
kontrak dan pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dina s sebagai 
Pembin a di tingkat Kabupaten. 

(8) TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, 
ditetapka n melalui kontrak oleh PA/PPK. 

(9) Dinas waj ib men galokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h 
untuk operasional TFL selama masa kontrak dengan mempertimbangkan 
jarak tempuh dan kesulitan men uju lokasi dampingan. 

(10) Komponen biaya operasional TFL meliputi: 
a. asuransi kesehatan minimal kelas II dan ketenagakerjaan untuk resiko 

sedang atau tinggi sesuai kondisi d i lapangan; 
b. biaya transportasi; 
c. biaya komunikasi; 
d. biaya pendampingan yang terdiri atas biaya rembuk warga, 

biaya penyusunan proposal, da n biaya penyusunan laporan 
pertanggungjawaban penerima bantuan; dan 

e. biaya pelaporan. 

(11) Honor TFL mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian keuangan 
atau dapat ditetapkan sesuai UMK atau standar harga yang berlaku di daerah 
tersebut yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati. 
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(12) TFL dapat digantikan apabila: 
a. TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan 

evaluasi oleh PA/PPK; atau 
b. TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia. 

(13) Penggantian TFL dilakukan oleh Dinas selaku pembina dengan menunjuk 
pengganti yang berkompeten dan memenuhi kriteria. 

Paragraf 2 
Bank Penyalur 

Pasal 17 

(1) Bank penyalur merupak an bank umum yang sehat yangmenampung rekening 
kas u m um Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi 
ket n tuan penyaluran dalarn perjanjian kerja sarna. 

(2) B n k penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas u n tu k 
m embuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan 
pen arikan rekening dana bantuan. 

(3) Bank penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan 
perjanj ian kerja sarna dengan PA/ PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sesuai Format 1 sebagaimana tercantu m dalam Lampiran. 
(4) Perjanjian kerja sarna yang telah dibahas bersarna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak ba nk/pos 
penyalur dengan PA/PPK. 

(5) Peru ahan perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

dilakukan dengan adden dum yang disepakati kedua belah pihak. 

Paragraf 3 
Sosialisasi dan Penyuluhan 

Pasal 18 

(1) Sosialisa si sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 13 huruf a angka 3 

merupakan kegiatan penyebarluasan informasi m engenai pelaksanaan 
bantuan perbaikan RTLH kepada masyarakat. 

(2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1 ) dilakukan oleh 
Dinas secara berjenjang m elalui Carnat, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat 
maupun langsung kepada masyarakat. 

(3) Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, 
melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi 
seperti televisi, radio, media cetak. 

Pasal 19 

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 

merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, 
khususnya Calon Penerima Bantuan perbaikan RTLH. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan 
TFL. 
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(3) Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, 
tanggung jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan 
rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan lain-lain. 

(4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
forum pertemuan atau dilakukan kepada masyarakat. 

(5) Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara 
Sosialisasi yang memuat hasil sosialisasi/penyuluhan dan ditandatangani 
Kepala Dinas, TFL, Kepala Desa, dan perwakilan dari peserta serta dilampiri 
dengan daftar hadir dan dokumentasi/foto kegiatan sesuai dengan Format 2 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

Paragraf 3 
Verifikasi Calon Penerima Ban tuan 

Pasal 20 

(1) Verifika si CPB sebagaimana dimal~sud dalam Pasal 13 huruf a angka 4 
meru pakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administra si dan 
faktu al untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada 
lokasi penerima bantuan. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dibantu 
dengan TFL didampingi oleh perangkat Desa atau nama lain sejenis dengan 
cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak 
huni/ backlog setelah kegiatan sosialisasi untuk memastikan agar penerima 
bantuan tepat sasaran. 

(3) Hal-h al yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipu ti: 
a. Kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai: 

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga; 
2. mem iliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau 

penguasaan yang jelas dan sah ; 
3. belum m em iliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya 

rumah dengan kondisi tidak layak huni; 
4. belum pernah memperoleh bantu nan perbaikan RTLH atau bantuan 

sejenis u ntuk program peruma han; 
5. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten; dan 
6. bersedia mengikuti ketentuan program antara lain berswadaya bagi 

yang mampu, gotong-royong, tanggung renteng, dan membentuk 
kelompok. 

b. Kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan ditentukan melalui 
pemeriksaan sesuai dengan kriteria rumah layak huni dengan rincian: 
1. Penilaian ketahanan bangunan 

a) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring 
balok, kerangka atap); dan 

b) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding. 
2. Penilaian akses air minum 

a) kualitas dan kontinuitas sumber air minum layak; dan 
b) keterjangkauan lokasi sumber air minum layak. 
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3. Penilaian akses sanitasi 
a) pengguna fasilitas sanitasi tertentu; 
b) kualitas bangunan atas (toilet) layak; dan 
c) kualitas bangunan bawah (pengolahan air tinja/kotor) layak; dan 
d) penilaian kecukupan minimum luas bangunan. 

4. Tingkat kerusakan komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada 
penilaian ketahanan bangunan ditetapkan paling banyak: 
a) 30 % (tiga puluh per seratus) kerusakan ringan adalah kerusakan 

teru tama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, 
langit-langit, penutup 1antai, dan dinding pengisi; 

b) 4 5 % (empat puluh lima per seratus) kerusakan sedang adalah 
kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, dan atau 
komponen struktural seperti struktur atap, lantai; dan 

c) 65 % (enam puluh lima perseratus) kerusakan berat/total adalah 
kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik 
struktural mau pun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki 
masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. 

c. Dalam proses verifikasi didokumentasikan untuk doku men admin istrasi 
foto rumah serta lembar verifikasi CPB sesuai Format 3 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran. 

d. Hasil verifikasi calon penerima ban tuan berfungsi un tuk: 
1. mengidentifikasi CPB; 
2 . menyusun rencana kegia tan setiap CPB; dan 
3 . strategi pelaksanaan kegia tan setiap kelompok. 

e. Iclen tifikasi calon penerima bantuan meliputi: 
1. penilaian keswadayaan CPB (apabila mampu) melalui kegiatan 

mem eriksa dan menilai kemampuan ma syarakat dalam m elakukan 
pen anganan rumah atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
menyelesaikan rumah; 

2. pengisian hasil iden tifikasi keswadayaan dan ke bu tuhan penanganan 
ru mah sesu ai Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 

3. pengumpulan dokumen administrasi; 
4. pemetaan lokasi rumah untuk pembentukan KPB; 
5. identifikasi kemampuan CPB bertukang atau calon tukang/pekerja di 

luar CPB dalam rencana pelaksanaan fisik perbaikan RTLH sesuai 
Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 

6. pengisian format rekapitulasi ha sil verifikasi dan identifikasi CPB; dan 
7. berdasarkan isian format, selanjutnya dilakukan rekapitulasi data CPB 

setiap lokasi clampingan sesuai Format 6 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan rekap digunakan sebagai dasar untuk melakukan 
penyepakatan CPB dalam forum rembuk warga. 

(4) Kesepakatan CPB diatur sebagai berikut: 
a. kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam 

menentukan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan 
kegotongroyongan melalui rembuk warga untuk: 
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1. menen tukan ePB; 
2. membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotong-royong dalam 

pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH; dan 
3. menentukan calon tukang. 

b. kesepakatan ePB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar 
nama ePB yang akan diusulkan yang diprakarsai oleh ePB dan difasilitasi 
oleh TFL serta dihadiri oleh perangkat Desa dan dapat dihadiri oleh 
masyarakat bukan ePB. 

c. pembentukan KPB dilakukan oleh ePB yang difasilitasi oleh TFL dan 
perangkat Desa atau nama lain sejenis dengan memperhatikan: 
1. kedekatan lokasi rumah; 
2 . kemampuan bertukang; dan 
3 . tingkat keswadayaan. 

d . KPB diberi nama dan diatur pengorganisasian anggota kelompoknya 
s suai kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab 
secara tanggung renteng, menetapkan rencana kerja, membuat 
ke epakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam 
m elaksanakan kegiatan perbaikan RTLH Format 7 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Penetapan KPB dilakukan melalui Keputusan Kepala 
Desa sesuai Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

e. KPB melakukan survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan untuk 
ditetapkan dalam kesepal{atan. 

f. survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan meliputi: 
1. ketersedian dan harga satuan bahan bangunan; 
2 . ketersediaan sarana angkutan; dan 
3 . persyaratan administrasi sesuai Format 9 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran. 
g. syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi : 

1. m enyediakan bahan bangun an yang sah berdasarkan h u kum yang 
dibutuhkan oleh penerima ban tuan sesuai dengan hasil iden tifikasi; 

2. mampu m enyediakan sarana angku tan pengiriman bahan bangunan 
yang memadai dan bersedia mengan tar bahan bangun an ke lokasi 
penerima bantuan sesuai jadwal yang disepakati; 

3. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak 
yang wajar sesuai harga pasar; 

4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh 
masyarakat umum; 

5. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan 
penerima bantuan; 

6. memiliki Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) ; 
7. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat ljin Tempat Usaha (SITU) ; 
8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan 

perpajakan; 
9. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan 
10. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan bantuan stimulan 

rumah swadaya dan bantuan perbaikan RTLH di bank yang sama 
dengan bank penyalur. 
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h. dalam melakukan survei, KPB melakukan negosiasi harga dengan 
toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan m erupakan 
harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi 
yang disepakati dan meru pakan harga yang paling m engun tungkan bagi 
masyaral<:at (harga termurah dengan kualitas bahan yang m emenuhi 
stan dar) serta kesepakatan pemilihan toko / penyedia bahan bangunan 
dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk sesuai Format 10 
sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran. 

(5) CPB didampingi TFL dalam melakukan iden tifikasi rencana penanganan 
rumah dan menentukan kebutuhan perbaikan a tau pembangunan rumah 
dengan men dapa t persetujuan CPB dalam rangka menyiapkan keswadayaan 
CPB apabila mampu dan hasil iden tifikasi kebutuhan perbaikan atau 
pembangunan rumah digunakan s bagai da sar penyusunan gambar teknis 

an rencana anggaran biaya (RAB) yang menjadi bagian dari proposal. 

(6) Pr p sal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: 
a. D kumen administrasi meliputi : 

1. surat permohonan sesuai Format 11 sebagaimana tercantu m dalam 
Lampiran; 
salinan Kartu Tanda Pendu duk dan Kartu Keluarga yang masih 
berlaku; 

3 . l" p penghasilan (seluru h penghasilan keluarga) dan/atau surat 
ernyataan pengha silan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 

Format 12 sebagaimana terca ntum dalam Lampiran; 
4 . salin an sertifikat hak atas tanah atau sura t bu kti kepemilikan tanah/ 

surat keterangan penguasaan tanah dari pejaba t yang berwenang 
sesuai format ya ng berlaku di daerah setempat atau menggunakan 
Form at 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; 

5 . sura t pernya taan mengiku ti program sesuai Format 14 sebagaimana 
t rcantum dalam Lam piran; 

6. ha sil iden tifika si keswadayaan sesuai Format 4 sebagaimana 
ercantum dalam Lampiran; dan 

7. kuitansi penerimaan bantu an dari ke penerima bantuan sesuai 
Format 15 sebagaimana tercantu m dalam Lampiran. 

b . dokumen teknis melip ti: 
1. hasil penilaian kualitas rumah dan identifika si kebutuhan perbaikan 

atau pembangunan rumah; 
2. rencana teknis beru pa: 

a) gambar teknis (denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak 
samping kanan, tampak belakang, potongan melintang, dan 
potongan memanjang) untuk bantuan pembangunan baru rumah 
secara swadaya sesuai Format 16 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran atau Spesifikasi Teknis untuk pembangunan baru dan 
peningkatan kualitas sesuai Format 17 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran. Dalam hal kegiatan pembangunan baru dan 
peningkatan kualitas dilakukan dengan cara pembongkaran dan 
pembangunan kembali , dalam perencanaan teknis dilengkapi 
dengan gambar teknis; dan 
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b) Rencana Anggaran Biaya sesuai Format 18 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran. 

(7) Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan 
pengelompokkan setiap KPB yang dilengkapi dengan: 
a . lembar verifikasi proposal sesuai Format 19 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran. 
b. keputusan Kepala Desa tentang KPB sesuai Format 8 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran. 
c. pernyataan kesepakatan sosial KPB sesuai Format 7 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran. 
d. daftar identifikasi tukang sesu ai Format 5 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran. 
e. daftar harga satuan bahan bangunan hasil survei sesuai Format 9 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 
f. daftar harga satuan bahan bangunan. 

(8) doku men p roposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap Desa 
dan diperiksa oleh TFL untuk memastikan kelengkapannya dan proposal yang 
sudah dikelompokkan berdasarkan Desa disampaikan kepada Dinas. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan 

Pasal 2 1 

(1) Dina s melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon enerima 
bantu an sesuai Format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan 
meliba tkan Tim Teknis . 

(2) Hasil pemeriksaan terhadap proposa l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai penerima bantu an oleh Bupati dengan Keputu san Bupati 
sesuai Form a t 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(3) Keputu san Bu pati sebagaim ana dima ksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
bank/pas penyalu r sebagai dasar bank/pas penyalur membuka rekening a tas 
nama penerima bantuan . 

(4) Dalam hal Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah 
ditetapkan meninggal dun ia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada 
ahli waris yang memenuhi syarat Pen erima ba ntuan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 22 

(1) Penyaluran bantuan perbaikan RTLH dilakukan melalui pemindahbukuan 
dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD) dan dilakukan per jenis kegiatan. 

(2) Penyaluran bantuan sebagaimana dima ksud pada ayat (1) dilakukan secara 
bertahap dan sekaligus dan proses penyaluran bantuan dari RKUN ke RKUD 
mengikuti ketentuan yang dia tur dalam peraturan m engenai Transfer 
Keuangan dan Dana Desa. 
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Pasa123 

(1) Penyaluran dana Bantuan Perbaikan RTLH dilakukan dalam 1 (satu) tahap 
melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum. daerah ke rekening 
penerima ban tuan mengiku ti keten tuan ten tang pengelolaan keuangan daerah 
terkait bantuan sosial. 

(2) Mekanisme penyaluran dana bantuan sebagamana dimaksud pada ayat (1) 
oleh bank dan/atau pos penyalur atas surat perintah dari PA/PPK dan 
mengikuti cara penyaluran sebagai berikut: 
a. penyaluran bantuan perbaikan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha 
sebagai Sharing (pendampingan) DAK Fisik Perumahan dan Permukiman 
Tahu n Anggaran 2022 dan dana bantuan disalurkan mengikuti aturan 
padajukops yaitu dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai b rikut: 
1. pada tahap pertama, dana bantuan disalurkan kepada kurang 1 bih 

25% (dua puluh lima per seratus) penerima bantuan dari jumlah total 
penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun 
anggaran berjalan dan penyaluran dilakukan ke rekening penerima 
bantu an dalam 1 (satu) tahap. 

2 . pada tahap kedua, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 45% 
(empat puluh lima perseratus) penerima bantuan dari ju mlah total 
penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun 
anggaran berjalan dan penyaluran dilakukan ke rekening penerima 
bantuan dalam 1 (satu) tahap. 

3 . pada tahap ketiga, dana bantuan disalurkan kepada sisa dari jumlah 
total penerima bantuan yang direncana kan dalam rencana kegiatan 
pada tahun anggaran berjalan dan penyaluran dilakukan melalui 
rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap. 

b. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada 
Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 penyaluran bantuan dilakukan 
secara sekaligu s . 

(3) Pembagian jumlah penerima bantu an dalam tiap tahap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan 
optimalisasi penyaluran bantuan dan jarak lokasi penanganan. 

Pasal 24 

(1) Kegiatan bantuan perbaikan RTLH untuk pembangunan baru maupun 
peningkatan kualitas rumah dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan 
rencana pemanfaatan bantuan dalam 2 (dua) tahap yaitu masing-masing 
sebesar 50% (lima puluh per seratus). 

(2) Pemanfaatan bantuan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. 

(3) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian selama proses pelaksanaan 
pembangunan rumah. 

(4) Dinas dapat menetapkan penggunaan dana bantuan dalam 1 (satu) tahap 
berdasarkan analisa kelayakan jika terjadi kondisi darurat yang disebabkan 
oleh: 
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1. keterbatasan waktu pelaksanaan; 
2. kesulitan akses ke lokasi; dan/atau 
3. kondisi alamo 

Pasal25 

(1) Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan didampingi TFL 
menyusun daftar rencana pemanfaatan bantuan sesuai Format 21 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran, berdasarkan rencana anggaran 
biaya dalam proposal teknis penerima bantuan. 

(2) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) 
terdiri a tas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja 
berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan rencana , baik rencana anggaran biaya rna pun 
daftar rencana pemanfaatan bantuan, dapat dilakukan penyesuaian ren cana 
k gia tan dengan berita acara perubahan sesuai dengan Format 22 
sebagaim ana tercantum dalam Lampiran. 

Pasa1 26 

(1) Tako/ penyedia bahan bangunan tem pat pembelian bahan bangunan dipilih 
dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok. 
Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang 
dise al<:ati dalam rembuk warga a n tara KPB dengan toko/penyedia bahan 
bangu nan sesuai Format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran . 

(2) Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh 
keb tuhan bahan bangunan bagi KPB, m aka toko/ penyedia bahan bangunan 
dapat bekerja sama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat 
toko / penyedia bahan bangu nan yang bekerja sarna dengan KPB ber tanggung 
jawab terha dap pemenuhan kontrak. 

Pa sal 27 

(1) Penyampaian daftar rencana pemanfaatan bantu an sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 1 ayat (1) ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti 
pemesanan bahan bangunan . 

(2) Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan dalam 2 (dua) 
tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus) sesuai daftar 
rencana pemanfaatan bantuan dan perjanjian kerja sama. 

(3) Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan 
fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar 
paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus). 

(4) Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan 
yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana 
Pemanfaatan Bantuan sesuai dengan Format 25 sebagaimana dimaksud 
dalam Lampiran. 

(5) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan/ transfer uang rekening dari rekening penerima bantuan ke 



20 

rekening toko / penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim 
oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan. 

(6) Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan 
(tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan 
pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB tetapi pembayaran tetap 
dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 (satu) sebesar 50% (lima puluh 
per sertarus) dan untuk tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) 
dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran 
tahap 1 (satu) atau sesuai kesepakatan. 

Pasal 28 

( 1) Dalam pelaksanaan fisik, penerima ban tuan dapat mengerj akan kegiatan 
pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menu njuk 
tu kang/ pekerja lain . 

(2) D am hal pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi yang memerlukan kerja 20 
(d a puluh) progres, KPB menunjuk kelompok tukang dan melakukan 
perjanjian kerja/kontrak dengan kelompok tukang tersebut sesu ai hasil 
kesepakatan dalam rembu k warga sesuai dengan Format 24 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran. 

Pasal 29 

(1) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah, penerima bantuan a tau KPB 
didampingi TFL memantau kegiatan pembangunan rumahnya agar emenuhi 
syara t rumah layak huni sesuai rencana. 

(2) Pemantauan pelaksanaan pekerjaan fi sik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berkala melalui dokumentasi. 

(3) Penerima bantuan didampingi TFL m engendalikan jadwal kerja 
tukang/ pekerja dan saling mengawa si 20 progres pekerjaan fisik di rumah 
setiap anggota KPB. 

(4) KPB didampingi TFL melakukan evaluasi progres kegiatan pekerjaan fisik 
untuk memastikan seluruh anggotanya dapat menyelesaikan kegiatan 
perbaikan rumah sesuai jadwal dengan kualitas yang memen uhi syarat dan 
evaluasi progres kegiatan dilakukan melalui rembuk KPB. 

(5) Supervisi kegiatan pekerjaan fisik oleh Dinas dilakukan secara berkala 
berdasarkan progres fisik untuk memastikan pembangunan rumah sesuai 
kriteria rumah layak huni. 

Pasal 30 

(1) Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing
masing 50% (lima puluh per seratus) sesuai daftar rencana pemanfaatan 
bantu an dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan. 

(2) Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila 20 orang 
pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh per seratus) dan tahap II 
dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100% 
(serratus per seratus). 
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(3) Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer. 
(4) Bukti pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 

kuitansi sesuai Format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran atau bukti 
lain yang sah dan bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah 
kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantunan. 

Pasal 31 

(1) Penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan progres fisik sesuai 
Format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(2) Penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan penggunaan dana 
tahap 1 sesuai Format 28, lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan 
Penggunaan Dana tahap 1 sesuai Format 29 dan untuk laporan penggunaan 
dana tahap 2 sesuai Format 30 serta lembar verifikasi kelengkapan dokumen 
L poran Penggunaan Dana tahap 2 sesuai Format 31 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran. 

(3) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus 
per seratus) diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sesuai 
Form at 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(4) Penerima bantu an bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan 
fisik kegiatan. 

(5) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggun aan dana bantuan 
kepa da PAj PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening 
koran perorangan. 

(6) Lap ran penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat 
dengan memperhatikan bu kti pembelanjaan bahan bangunan selanjutnya 
disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak 
disampaikan kepada PAjPPK. 

(7) Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah 
selesai dibangun a tau diperbaiki. 

(8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan u ntuk menjamin ru mah dihuni, 
dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh penerima bantuan. 

Bagian Keempa t 
Pelaporan 

Pasa132 

(1) Penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada PAjPPK. 

(2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran 
bantuan kepada PAjPPK sesuai Format 33 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran. 

(3) TFL menyampaikan laporan kepada Pengguna Anggaran sesuai Format 34, 
Format 35, Format 36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 

(4) PAjPPK memeriksa dan menyampaikan laporan kegiatan bantuan perbaikan 
RTLH kepada: 
a. Kementerian PUPR c.q. Direktur Jenderal Peru mahan melalui Direktur 

Rumah Swadaya tembusan Dinas Provinsi Bidang Perumahan dan 
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Permukiman serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terkait berupa 
laporan triwulan dan laporan akhir secara tertulis dan laporan progres 
secara online melalui e-Monitoring DAK dan Sistem Informa si Manajemen 
Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) untuk Kegiatan Peningka tan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) sebagai 
Sharing (pendampingan) DAK Fisik Peru mahan dan Permukiman Tahun 
Anggaran 2022. 

b. Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk 
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada 
Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 penyaluran bantuan dilakukan 
secara sekaligus. 

Pasa133 

(1) Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima 
bantu an tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana bantuan belum 
disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka Dinas dapat menyusun 
usu lan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepa da Bupati 
melalu i PA/ PPK untuk mendapa t persetujuan dengan Surat Perubahan 
Kepu tusan Bupati dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan . 

(2) Per bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan 
kebu tuhan dana yang telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan 
Pembendaharaan Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN). 

(3) Dalam hal terdapat peru bahan pen erima bantuan sebagai akiba t enerima 
bantu an tidak memenu hi syarat penerima bantu an dan dana bantu an telah 
disalurkan u ang kepada rekening pen erima bantuan , maka penerim a bantuan 
yang tidak m emenuhi syarat penerima bantuan wajib mengem balikan uang 
kepada KUD / RKUD . 

(4) Pendapa tan pengem balian uang pada KUD/ RKUD dianggarkan pada jenis 
lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya pendapatan dimaksud digunakan kembali 
untuk pengeluaran yang didanai dari DAK Fisik Bidang Peru mahan dan 
Permukima n. 

(5) PA/PPK dengan mempertim bangkan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan 
kembali penggu naan pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pada tahun anggaran berjalan dengan cara ditampung pada 
perubahan APBD tahun anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah 
penerima sesuai pengembalian uang dan kebutuhan dana yang telah 
disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMSPAN. 

(6) Dalam hal tidak digunakan dalam tahun berjalan, PA/PPK mengusulkan 
kembali penggunaan pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan 
mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(7) Penggunaan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
Dinas wajib melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat. 

---- - -------
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Bagian Kelima 
Pengawasan dan Pengendalian 

Pasa134 

(1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH 
dilaksanakan oleh Dinas dengan TFL dalam dari mulai tahan persiapan, 
pelaksanaan dan pelaporan yang dikeIjakan oleh penerima bantuan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Teknis pada setiap 
Tahap kegiatan, setelah penyaluran dana dan fisik dikerjakan. 

(3) Laporan Pe ga wasan dan Peng ndalian kegiatan Bant an erbaikan RTLH 
sesuai Format 38 sebagaiman a tercantum dalam Lampira n . 

BAB IX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 35 

Kegiata b n an perbaikan RTLH bersumber dari: 

a. An aran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; d / atau 
b. Sum er lain yang sah dan ti ak mengikat. 

BABX 
K TE TUAN PENUTUP 

P sal 36 

Peraturan upati ini mulai b rlaku pa · a tanggal diun angkan. 

Agar setia p orang m engetah ui, memerintahkan engun dangan Peraturan upati ini 
dengan p n empa nya dalam Brita Da erah Kabupa en T ·kma a . 

Diundangkan d· Singaparna 
pada tanggal 1 Jun i. 2022 

SEKRETA DAERAH 
KABUPATEN ASIKMALAYA, 

Dite tapk 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 83 
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